
 
BUPATI KEBUMEN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI KEBUMEN 

NOMOR 36 TAHUN 2019 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 44 TAHUN 

2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

KEBUMEN NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KEBUMEN, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (2) huruf a 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, Kepala Daerah dapat mengurangkan 

atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, 

dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan 

perundangundangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi 

tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan 

karena kesalahannya; 

b. bahwa dalam rangka ketertiban pelaksanaan dan pengelolaan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu 

mengubah kembali Peraturan Bupati Kebumen Nomor 44 

Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati 

Kebumen Nomor 44 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950    

Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

SALINAN 
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Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4999); 

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 

Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 

tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 

15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen              

Nomor 89); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 44 TAHUN 2012 

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. 

 

Pasal I 

 

Ketentuan Pasal 55 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 44 Tahun 2012 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 

2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah 

Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 44) sebagaimana telah diubah terakhir 

kali dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 44 Tahun 2012 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah 

Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 12) diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 55 
(1) Bupati melalui Kepala Dinas karena jabatan atau atas permohonan wajib 

pajak dapat menghapuskan atau mengurangkan sanksi administrasi berupa 
bunga, denda, dan kenaikan PBB yang terutang dalam hal sanksi tersebut 
dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.  

(2) Bupati karena jabatan dapat menghapuskan atau mengurangkan sanksi 
administrasi sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) dalam keadaan dan/atau 
waktu tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(3) Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD 
atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis 

oleh wajib pajak kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak 
tanggal diterbitkan SKPD atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas. 
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Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen. 

 

 

Ditetapkan di Kebumen 

pada tanggal 5 Juli 2019 

 

BUPATI KEBUMEN, 

 

        ttd. 

 

YAZID MAHFUDZ 

 

Diundangkan di Kebumen 

pada tanggal 5 Juli 2019 

 

 SEKRETARIS DAERAH 

 KABUPATEN KEBUMEN, 

 

  ttd. 

 

AHMAD UJANG SUGIONO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019 NOMOR 36 

 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN KEBUMEN, 
 

ttd. 
 

IRA PUSPITASARI, SH 

Penata Tk.I 
NIP. 19800417 200604 2 015 

 


